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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik keseimpulan sebagai berikut: 

1. Impementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan 

pembangunan desa di desa Puor B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten 

Lembata, sudah berjalan lancer sesuai peraturan Bupati Lembata Nomor 5 

tahun 2017 serta mekanisme junkris yang ada, disamping itu  juga ada 

hambatan atau kendala terkait kebijakan ADD di desa Puor B. Hal itu 

dapat dilihat berdasarkan: 

a) Komunikasi terkait implementasi kebijakan ADD dalam 

meningkatkan pembangunan desa Puor B telah berjalan lancar 

dan jelas berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada pada 

peraturan Bupati dan junkris yang ada, dimana terdapat 

komunikasi antara aparat desa maupun dengan masyarakat pada 

saat Musrengbangdes terkait pelaksanaan ADD dalam 

meningkatkan pembangunan desa sehingga usulan-usulan yang 

ada dapat ditampung pada penyusunan rencana kerja desa. 

b) Struktur organisasi berdasarkan SOP dan fragmentasi terkait 

proses pelaksanaan implementasi kebijakan ADD mengacu 

pada junkris yang ada didesa, sehingga proses implementasi 

kebijakan dapat berjalan dengan baik, juga aparat dan 

masyarakat desa juga dilibatkan pada pelaksanaan kebijakan 

ADD. 

c) Sikap pelaksanaan ADD dalam proses implementasi kebijakan 

alokasi dana desa berdasarkan pengangkatan biroksari dan 

insentif yaitu da;lam pelaksanaan kebijakan ADD masih 
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terbatas kemampuannya atau SDMnya rendah, hal ini sangat 

berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan ADD, 

dimana meskipun dapat menyelesaikan kegiatan ADD pada 

pembangunaan desa namun dalam pelaksanaan masih sering 

terhambat, disamping itu tidak adanya insentif bagi pelaksanaan 

kebijakan ADD. 

d) Sumber daya pada pelaksanaan kegiatan ADD masih sangat 

rendah bai itu SDM maupun sumber dana anggaran. 

2. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang 

menghambat dalam proses implementasi kebijakan alokasi dana desa 

dalam meningkatkan pembangunan desa didesa Puor B, Kecamatan 

Wulandoni, Kabupaten Lembata terdapat faktor pendukung 

implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) yaitu:  adanya 

sosialisasi pelaksanaan kebijakan ADD kepada masyarakat terkait 

pembangunan Desa, adanya kemampuan dari desa untuk memberi 

dorongan kepada masyarakat agara berpartisipasi dalam kegiatan 

pelaksanaan kebijakan dana alokasi dana desa, meskipun berupa 

usulan-usulan saat pertemuaan, sedangkan pada faktor penghambat 

yaitu: faktor sumber daya manusia, rendanyanya pendidikan bagi 

pelaksana ADD hal ini mengakibatkan proses implementasi kebijakan 

ADD terhambat terkait pertanggung jawaban pelaksanaan ADD secara 

penuh sesuai dengan mekanisme yang ada dalam bentuk laporan, 

rendahnya pendidikan bagi para pelaksana ADD (aparat desa), sehingga 

pemahaman mengenai pelaksanaan ADD kurang. 

 

6.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat merekomendasikan beberapa saran 

yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaiakan ataupun penyempurnaan 

pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Puor B, Kecamatan 
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Wulandoni, Kabupaten Lembata. Adanya saran-saran yang penulis ingin 

rekomendasikan : 

1. Para pelaksana kebijakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan 

peningkatan pengetahuan melalui pelatihan dan pendidikan, khususnya 

dalam pengelolaan keuangan desa. 

2. Mengadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat, dimana 

masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Hal ini diharapkan masyarakat 

memiliki kesadaran bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

merupakan kepentingan bagi masyarakat bukan kepentingan pemerintah 

desa. 

3. Dalam mengelola ADD harus tetap berpedoman pada aturan yang ada, 

jika ada kesulitan, segera konsultasikan ke tim pengendali atau ke tim 

fasilitasi tingkat kabupaten. 

4. Prinsip Pengelolaan dipegang teguh, dimana ADD dilaksanakan secara 

transparan diketahui oleh masyarakat luas. 

5. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pemeliharaan. 

6. Seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis 

dan hukum. 

7. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. 

Hasil kegiatan dapat dilestarikan secara berkelanjutan. 
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